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ABSTRAK 

 

Meyer Melviana H. 201410115126. Skripsi. Keputusan Tata Usaha Negara 

Tentang Pengosongan Lahan Yang Dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI 

Jakarta ( Studi Kasus Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 2775/-076.2, 2836/-

076.2,  3314/-076.2 ) 

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, Bagaimana 

Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengeluarkan surat 

perintah pengosongan lahan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. Jenis data yng digunakan adalah data sekunder yang 

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier. Metode 

yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukan Pejabat Tata Usaha 

Negara dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata 

Usaha Negara harus berdasarkan wewenang masing-masing yang ada padanya 

atau yang dilimpahkan kepadanya, wewenang tersebut diperoleh melalui 

Delegasi, Atribusi dan Mandat. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta 

mendapatkan wewenang secara Delegasi hanya untuk dibidang pendidikan saja, 

namun mengeluarkan Keputusan Nomor 2775/-076.2,  2836/-076.2, 3314/-076.2 

yang tidak sesuai dengan wewenang yang didapatkan melalui Delegasi dan tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah 

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang merupakan 

pedoman yang harus ditaati Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan 

tugasnya didalam pemerintahan.  

Kata Kunci : KTUN, Kewenangan, Pengosongan Lahan 

Penelitian ini dilakukan dibawah bimbingan 

Ibu Nina Zainab, SH., MH 

Bapak Putra Perdana A.S, SH., MH 
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ABSTRACT 
 

Meyer Melviana H. 201410115126. Thesis. Decision State Administration of 

Emptying Land Issued the Head of Department of Education Jakarta ( Case Study 

Decision Number 2775, 2836, 3314/-076.2 )  

Of this study describes and review the problem of how the authority of the head of 

Department of Jakarta education in the issue a warrant emptying land contrary to 

the principles of the common good governance. types of data yng used is 

secondary data in the form of material legal primary and material legal 

secondary and tertiary. method used is normative. The results showed officials 

administrative running its job to issue a decision administrative must be based on 

the authority of each of the existing him or delegated to him, authority obtained 

through the delegation, attribution and mandate. head of Department of education 

Jakarta get the authority of the delegation only to the field of education course, 

but issued a decision No. 2775 / -076.2, 2836 / -076.2, 3314 / -076.2 that is not in 

accordance with the authority obtained through the delegation and not in 

accordance with the laws in force and had contrary to the principles of the 

common good governance which is the guidelines that must be obeyed officials 

administrative running its job in the government.   

Keywords: KTUN, Authority, Emptying the Land  

This research was conducted under the guidance of  

Mrs. Nina Zainab, SH., MH 

Mr. Putra Perdana, SH., MH 
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Untuk semua orang yang telah menanti kelulusanku dan  
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